
 

  
 
 
 
 
 
 

PROVINSI BALI 
 

BUPATI TABANAN 
 

PERATURAN BUPATI TABANAN 
 

NOMOR 24 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN MELALUI PENGADAAN LANGSUNG UNTUK 
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TABANAN, 

 

Menimbang : a. bahwa pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata 

nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting 

bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga 

akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan 

pengembangan perekonomian nasional dan daerah; 

  b. bahwa pengaturan yang mengenai Standar dan Pedoman 

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang ada 

tidak mengatur metode pemilihan pengadaan langsung; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah 

dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden 

ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan 

peraturan daerah/peraturan kepala daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Dokumen 

Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pekerjaan 

Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi; 

 

 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018); 

   

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR DOKUMEN 

PEMILIHAN MELALUI PENGADAAN LANGSUNG UNTUK 

PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI 

KONSTRUKSI. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten 

Tabanan. 

3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 



 

 

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan 

serah terima hasil pekerjaan. 

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat 

Daerah. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD 

yang selanjutnya disingkat KPA pada Pelaksanaan APBD 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah. 

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 

PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau 

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja 

daerah. 

9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disingkat UKPBJ adalah unit kerja di 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang 

menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 

10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personil yang bertugas melaksanakan 

pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau 

E-purchasing. 

11. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personil yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya 

disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi 



 

informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa secara elektronik. 

13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah aparat yang melakukan 

pengawasan melalui audit, review, pemantauan, 

evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. 

14. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat 

Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

15. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara 

memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku 

Usaha. 

16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

17. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang 

menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 

18. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 

adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan 

oleh PPK. 

19. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan 

untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

20. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode 

pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 

Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 



 

21. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi 

konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 

22. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan 

atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, 

perencanaan, perancangan, pengawasan, dan 

manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu 

bangunan. 

23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 

kembali suatu bangunan. 

24. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan 

oleh Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan 

ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam 

pemilihan Penyedia. 

25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara 

PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. 

26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 

Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.  

27. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan 

terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan 

badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil 

penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi 

asing. 

28. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian 

sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai 

dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, 

standar internasional, dan/atau standar khusus. 

29. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti 

pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. 

30. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut 



 

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan 

usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa 

Konstruksi. 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai 

acuan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi 

konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi pada 

Pemerintah Kabupaten Tabanan. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

sebagai pedoman bagi pelaku pengadaan barang/jasa 

dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi dan/atau 

pekerjaan konstruksi lebih oprasional dan efektif.  

 
Pasal 3 

 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini untuk pekerjaan 

konstruksi dan/atau jasa konsultansi konstruksi di 

Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD. 

 

BAB II 

STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN 

 
Pasal 4 

 

(1) Standar Dokumen Pemilihan pekerjaan konstruksi 

dan/atau jasa konsultansi konstruksi meliputi : 

a. standar dokumen pengadaan langsung pekerjaan 

konstruksi; 

b. standar dokumen pengadaan langsung jasa 

konsultansi konstruksi badan usaha; dan 

c. standar dokumen pengadaan langsung jasa 

konsultansi konstruksi perorangan. 

(2) Standar Dokumen Pemilihan pekerjaan konstruksi 

dan/atau jasa konsultansi konstruksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Bupati ini. 

 

 



 

 

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. 

 
 

Ditetapkan di Tabanan 

pada tanggal 10 Juni 2019 
 

BUPATI TABANAN, 

 
 

 

 

NI PUTU EKA WIRYASTUTI 
 

 

 
Diundangkan di Tabanan  

pada tanggal 10 Juni 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN, 

 

 
 

 

 

I GEDE SUSILA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 24



 

 


